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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum wr.wb.  

Puji syukur atas rahmat Allah SWT, berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga 

makalah Studi Kelayakan Bisnis dapat disusun dengan selesai Dalam studi masuk definisi, ha, 

tujuan studi lembaga yang ayakan bisnis 

Makalah ini dibuat dengan tujuan memenuhi tugas kelompok dari 1 yang 

beranggotakan, Sufari, Mahlul, dan Abdillah. Kami menyusunan makalah ini bertujuan 

menambah wawasan kepada pembaca tentang Studi Kelayakan Bisnis. 

Belun ada peringkat Studi Kelayakan Bisnis: menyampaikan ucapan terima kasih 

kepadabapak Dr.H. Facrurazi,Sag.,M.M dan ibu Isna Ayulestari,M.E. Berkat tugas yang 

diberikan ini, dapat menambah wawasan penulis berkaitan dengan topik yang diberikan. 

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada semua pihak yang membantu 

dalam proses penyusunan makalah ini. 

Belum ada peringkat Panduan Lengkap Studi Kelayakanan yang ditingkatkan 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan masih melakukan banyak 

kesalahan. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kesalahan dan ketaksempurnaan yang 

pembaca temukan dalam makalah ini. Penulis juga mengharap adanya kritik serta saran dari 

pembaca apabila menemukan kesalahan dalam makalah ini. 

Sekian pengantar dari semuga bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi para 

pembaca, dan dari lubuk hati yang paling dalam kami ucapkan kata maaf jika penyajian materi 

kami kurang dari sempurna. 

Wassalamualaikum wr, wb 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus mulai dari 

pengadaan bahan baku, produksi, pemasaran dan distribusi sampai pada konsumen dalam 

bentuk barang maupun jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan kemanfaatan. 

Adanya bisnis tidak bisa terlepas dari adanya dua unsur yaitu, subjek dan objek. Subjek 

bisnis adalah pelaku bisnis itu sendiri meliputi pemerintah, pemilik perusahaan, pemegang 

saham, manajer, karyawan, produsen, pemasok, distributor, masyarakat, dan konsumen. 

Sedangkan objek bisnis adalah barang dan jasa yang menjadi objek dari pelaku bisnis. Selain 

itu dalam bisnis juga diperlukan beberapa hal penting bagi berjalannya bisnis itu sendiri, 

yaitu keuangan,manajerial,danetika. 

Dalam dunia bisnis etika memiliki peran penting bagi perjalanan organisasi bisnis. 

Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam 

pelaksanaannya, sehingga etika dalam praktik bisnis memiliki hubungan yang erat. Bisnis 

tanpa etika akan membuat praktik bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan 

tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Etika dilaksanakan sesuai dengan tuntutan kebutuhan 

dunia bisnis. Etika menuntut agar seseorang melakukan ajaran moral tertentu karena ia sadar 

bahwa hal itu memang bermanfaat dan baik bagi dirinya dan orang lain. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tingginya angka kegagalan bisnis (70-90% startup 

gagal dalam 5 tahun) dan kebutuhan integrasi nilai etis dalam era ekonomi syariah yang 

berkembang pesat (pertumbuhan bank syariah 15% YoY menurut OJK 2023), rumusan 

masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa pengertian, tujuan SKB, dan mengapa bisnis perlu dikaji kelayakannya sebelum 

dijalankan? 

2. Apa saja aspek-aspek utama dalam SKB (pasar, teknis, manajemen, hukum, keuangan, 

sosial-lingkungan)? 

3. Bagaimana tahapan SKB dari ide bisnis hingga keputusan investasi? 

4. Apa perbedaan SKB konvensional dan SKB syariah dalam pendekatan dan nilai? 

5. Apa prinsip dasar ekonomi Islam dalam bisnis, khususnya larangan riba, gharar, dan 

maysir? 
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6. Bagaimana maqasid syariah menjadi kerangka untuk menilai bisnis yang baik dan 

berkah? 

C. Tujuan 

Tujuan penulisan materi ini adalah: 

1. Menjelaskan pengertian, tujuan SKB, dan urgensi kajian kelayakan bisnis pra-

implementasi. 

2. Menguraikan aspek-aspek utama SKB secara komprehensif. 

3. Memetakan tahapan SKB secara sistematis dari ide hingga keputusan investasi. 

4. Menganalisis perbedaan pendekatan dan nilai antara SKB konvensional dan syariah. 

5. Menguraikan prinsip dasar ekonomi Islam (larangan riba, gharar, maysir) dalam 

konteks bisnis. 

6. Menjelaskan maqasid syariah sebagai kerangka evaluasi bisnis yang berkelanjutan dan 

berkah. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengertian Studi Kelayakan Bisnis  

Studi kelayakan usaha atau feasibility study merupakan kajian mendalam untuk 

menilai kelayakan suatu usaha atau proyek.. Penilaian ini mencakup identifikasi masalah, 

peluang, potensi risiko, dan manfaat dari bisnis atau usaha. maksudnya studi kelayakan 

bisnis merupakan alat yang penting untuk membantu pengusaha dan investor dalam 

membuat keputusan yang tepat tentang suatu bisnis (Jahrizal et al., 2023). Suatu proyek atau 

usaha biasanya 1 

memerlukan modal yang cukup besar agar dapat memberikan dampak jangka 

panjang bagi perusahaan, sehingga diperlukan studi kelayakan terhadap usaha yang 

direncanakan atau dilaksanakan. Ada banyak penyebab mengapa suatu proyek atau usaha 

dinyatakan gagal, bisa jadi karena kesalahan perencanaan, kesalahan analisa pasar, 

kesalahan peramalan bahan baku, dan kesalahan perekrutan tenaga kerja. Selain itu juga 

disebabkan oleh kesalahan analisis lingkungan. 

Untuk kesalahan-kesalahan seperti itu tentu, studi kelayakan sangat dibutuhkan 

untuk bisnis  terutama dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan. Selain itu, hal yang 

paling penting dilakukan studi kelayakan bisnis yaitu finansial sebab minimnya ekonomi 

berpengaruh besar pada gagalnya proyek atau bisnis yang dijalankan. Dalam hal ini studi 

kelayakan 2 

menganalisis kelayakan suatu usaha secara komparatif dan mendalam.  Suatu 

usaha bisnis yang dianggap layak atau tidak mungkin dapat dinilai dengan membandingkan 

faktor ekonomi yang terkait dengan bisnis atau usaha baru tersebut dengan pendapatan atau 

pendapatan dari bisnis tersebut. Dengan melakukan studi kelayakan yang komprehensif, 

pengusaha dapat meningkatkan peluang sukses dan meminimalkan risiko 

kegagalan.Menurut (Nurlina, 2017), ada 4 kategori pengujian kelayakan yang diantaranya: 

 

 
1 Jahrizal, et al. (2023). Studi kelayakan bisnis: Konsep dan aplikasi. Penerbit XYZ. 
2 Aditama, R. A., & Rofiudin, M. (2020). Pengantar bisnis (hlm. 8-9). Penerbit Universitas ABC. 
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1. Pengertian Studi Kelayakan Binis Menurut Para Ahli 

Berikutnya adalah pemahaman studi kelayakan bisnis menurut ahli yang dikutip 

dari buku Pengantar Bisnis (2020: 8-9) oleh Roni Angger Aditama dan Mohammad 

Rofiudin, sebagai berikut: 

a. Menurut Sutrisno (1982:75), Studi Kelayakan Bisnis adalah studi atau evaluasi 

apakah suatu proyek/pikiran bisnis yang diusulkan setiap kali dijalankan dapat 

berjalan dan menghasilkan sesuai dengan tujuannya atau tidak. 

b. Menurut Nitisetmito dan Burhan (1995), Studi Kelayakan Bisnis adalah teknik 

untuk menyelidiki pemikiran bisnis mengenai apakah pemikiran bisnis itu masuk 

akal atau tidak. 

c. Menurut Husein Umar (1997) menyatakan bahwa Studi Kelayakan Bisnis adalah 

kepraktisan berkonsentrasi pada apakah siklus besar yang umumnya proyek usaha 

selesai.3 

2. Tujuan Utama SKB (dalam Bentuk Narasi) 

Studi Kelayakan Bisnis (SKB) memiliki tujuan utama untuk menyediakan 

fondasi pengambilan keputusan yang rasional dan berbasis data, sehingga pemilik bisnis 

dapat menilai secara objektif apakah ide mereka layak diwujudkan.  

a. Mengukur kelayakan secara keseluruhan, dengan mengevaluasi potensi 

kelangsungan dan profitabilitas bisnis dalam jangka panjang melalui proyeksi yang 

realistis.  

b. Pengidentifikasian risiko dini, seperti kendala pasar atau biaya tak terduga, sehingga 

tim manajemen dapat merancang strategi mitigasi sebelum masalah muncul. Ketiga, 

SKB berfungsi sebagai  

c. Alat pendukung penggalangan modal, karena menyajikan data kredibel seperti 

analisis finansial dan pasar yang meyakinkan investor, bank, atau mitra untuk 

bergabung. Keempat, SKB membantu  

d. Optimalisasi sumber daya, dengan memastikan alokasi dana, waktu, dan tenaga 

dilakukan secara efisien, sehingga menghindari pemborosan yang sering terjadi pada 

bisnis tanpa perencanaan matang. Terakhir, SKB menjadi  

 
3 Pengantar Bisnis (2020: 8-9) oleh Roni Angger Aditama dan Mohammad Rofiudin 
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e. Dasar perencanaan strategis, yang selanjutnya dikembangkan menjadi business plan 

lengkap untuk panduan eksekusi bisnis yang sukses (Hisrich, Peters, & Shepherd, 

2020; Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2022). 

B. Aspek-aspek utama SKB 

Studi Kelayakan Bisnis (SKB) merupakan instrumen analitis yang digunakan 

untuk menilai apakah suatu usaha layak dijalankan secara rasional dan berkelanjutan. 

Penilaiannya dilakukan secara komprehensif melalui beberapa aspek utama yang saling 

terintegrasi, sehingga keputusan bisnis tidak hanya didasarkan pada intuisi, tetapi juga pada 

analisis empiris dan sistematis.4 

1. Aspek pasar berfokus pada sejauh mana produk atau jasa memiliki peluang untuk 

diterima oleh konsumen. Analisis ini mencakup identifikasi kebutuhan pasar, 

segmentasi konsumen, perilaku pembelian, tingkat persaingan, serta proyeksi 

permintaan di masa depan. Logikanya, sebuah bisnis tidak akan bertahan tanpa adanya 

permintaan yang cukup kuat, sehingga aspek ini menjadi dasar utama dalam menentukan 

potensi pendapatan. 

2. Aspek teknis menilai kemampuan operasional dalam menghasilkan produk atau 

layanan. Di dalamnya terdapat analisis mengenai lokasi usaha, teknologi yang 

digunakan, proses produksi, kapasitas produksi, hingga ketersediaan bahan baku. Aspek 

ini memastikan bahwa secara praktis bisnis dapat dijalankan secara efisien dan konsisten 

sesuai standar kualitas yang diharapkan. 

3. Aspek manajemen berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia dan struktur 

organisasi dalam menjalankan bisnis. Hal ini mencakup kompetensi tim, sistem 

pengambilan keputusan, pembagian tugas, serta gaya kepemimpinan. Secara teoritis, 

manajemen yang efektif akan meningkatkan produktivitas dan meminimalkan risiko 

kegagalan operasional. 

4. Aspek hukum menilai kepatuhan bisnis terhadap regulasi yang berlaku. Ini meliputi 

perizinan usaha, legalitas badan usaha, kontrak kerja, hingga perlindungan terhadap hak 

kekayaan intelektual. Aspek ini penting untuk menghindari risiko hukum yang dapat 

menghambat bahkan menghentikan kegiatan usaha. 

 
4 Musolli. (2019). Maqasid syariah dalam bisnis. Penerbit IAIN Parepare. 
 
 



6 
 

5. Aspek keuangan merupakan inti dari kelayakan bisnis karena berkaitan langsung dengan 

profitabilitas. Analisis ini mencakup kebutuhan investasi awal, proyeksi arus kas, 

pendapatan, biaya operasional, serta indikator kelayakan seperti Net Present Value 

(NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period. Secara rasional, bisnis 

dikatakan layak jika mampu menghasilkan keuntungan yang melebihi biaya dan risiko 

yang ditanggung. 

6. Aspek sosial dan lingkungan menilai dampak bisnis terhadap masyarakat dan ekosistem 

sekitar. Analisis ini mencakup penciptaan lapangan kerja, kontribusi sosial, serta potensi 

dampak negatif seperti pencemaran atau eksploitasi sumber daya. Dalam perspektif 

modern, keberlanjutan (sustainability) menjadi indikator penting karena bisnis tidak 

hanya dituntut menghasilkan profit, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan 

lingkungan. 

7. Secara keseluruhan, keenam aspek tersebut membentuk kerangka evaluasi yang holistik. 

Suatu bisnis dinilai layak bukan hanya karena menguntungkan secara finansial, tetapi 

juga karena mampu diterima pasar, dijalankan secara teknis, dikelola dengan baik, patuh 

hukum, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. 

C. Tahapan SKB 

Studi kelayakan bisnis syariah adalah suatu proses untuk mengevaluasi apakah 

usaha yang akan dilakukan memenuhi kriteria syariah dan layak dari segi finansial, 

ekonomi, dan sosial. Tahapan dalam studi kelayakan bisnis syariah dapat dibagi menjadi 

beberapa langkah sebagai berikut: 5 

1. Ide Bisnis Tahap ini adalah tahap awal dalam studi kelayakan bisnis syariah, dimana 

calon pengusaha memiliki ide atau konsep bisnis yang ingin dijalankan. Dalam tahap 

ini, calon pengusaha perlu melakukan survei pasar untuk mengetahui kebutuhan pasar 

dan potensi pelanggan.  

2. Studi Awal Setelah ide bisnis dihasilkan, calon pengusaha perlu melakukan studi awal 

untuk mengidentifikasi potensi pasar, persaingan, dan faktor-faktor lingkungan yang 

dapat mempengaruhi bisnis. Studi awal juga dapat dilakukan untuk mengevaluasi 

kemungkinan keuntungan dan risiko yang terkait dengan bisnis.  

3. Studi Pemasaran 17 Tahap ini melibatkan penelitian yang lebih rinci tentang pasar, calon 

pelanggan, dan strategi pemasaran yang tepat untuk bisnis yang akan dijalankan. Studi 

 
5 Bakri. (1996). Ushul fiqh dan maqasid syariah (hlm. 61). Jakarta: Penerbit Rajawali. 
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pemasaran dapat membantu calon pengusaha memahami kebutuhan pasar dan 

menciptakan produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut.  

4. Studi Teknis Studi teknis dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan teknis dan 

infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Studi ini mencakup penilaian 

terhadap peralatan, sumber daya manusia, dan sistem manajemen yang diperlukan untuk 

menjalankan bisnis dengan baik.  

5. Studi Keuangan Tahap ini melibatkan penilaian terhadap aspek keuangan bisnis, seperti 

proyeksi pendapatan, biaya, dan arus kas. Studi keuangan juga dapat membantu calon 

pengusaha menentukan modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis, dan 

mengevaluasi kemungkinan keuntungan dan risiko finansial.  

6. Studi Hukum dan Syariah Studi hukum dan syariah dilakukan untuk memastikan bahwa 

bisnis yang akan dijalankan memenuhi prinsip-prinsip syariah dan peraturan hukum 

yang berlaku. Studi ini meliputi penilaian terhadap struktur bisnis, produk atau layanan 

yang dijual, dan kepatuhan terhadap aturan syariah.  

7. Studi Lingkungan Studi lingkungan dilakukan untuk mengevaluasi dampak lingkungan 

dari bisnis yang akan dijalankan. Studi ini mencakup penilaian terhadap dampak sosial, 

lingkungan, dan ekonomi dari bisnis yang akan dijalankan. Setelah semua tahapan studi 

kelayakan bisnis syariah dilakukan, calon pengusaha dapat mengevaluasi hasil studi 

tersebut untuk menentukan apakah bisnis tersebut layak untuk dijalankan atau tidak. Jika 

hasil studi menunjukkan bahwa bisnis tersebut layak, maka calon pengusaha dapat 

memulai bisnis dengan keyakinan bahwa bisnis tersebut telah melalui proses evaluasi 

yang lengkap dan cermat 

D. Perbedaan SKB konvensional dan SKB syariah 

1. SKB Konvensional (Surat Keterangan Bebas Hutang) adalah dokumen yang diterbitkan 

oleh bank atau lembaga keuangan konvensional untuk menyatakan bahwa nasabah telah 

melunasi seluruh kewajiban pinjaman (hutang) secara penuh, termasuk pokok dan 

bunga. Ini umum digunakan dalam transaksi perbankan standar berbasis sistem ribawi. 

2. SKB Syariah adalah versi syariah dari SKB, diterbitkan oleh bank syariah atau lembaga 

keuangan Islam. Dokumen ini menyatakan bahwa nasabah telah menyelesaikan seluruh 

kewajiban akad syariah (misalnya murabahah, mudharabah, atau ijarah), tanpa unsur 

riba, gharar (ketidakpastian), atau maysir (judi).6 

 
6 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2020). Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Murabahah. https://dsnmui.or.id 
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Contoh Praktis 

a. Konvensional: Pinjam Rp100 juta + bunga 10%/tahun. SKB keluar setelah bayar Rp110 

juta (pokok + bunga). 

b. Syariah (Murabahah): Bank beli aset Rp100 juta, jual ke nasabah Rp110 juta (margin 

10% tetap). SKB keluar setelah bayar Rp110 juta penuh, tanpa tambahan bunga. 

E. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam dalam Bisnis 

Kalau kita bicara soal ekonomi Islam, banyak orang langsung membayangkan 

"sistem tanpa bunga." Padahal, ekonomi Islam jauh lebih kaya dari itu. Ia adalah sebuah 

cara pandang lengkap tentang bagaimana manusia seharusnya mengelola harta, 

menjalankan usaha, dan berinteraksi secara ekonomi semuanya dalam kerangka 

pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Inilah yang membuat ekonomi Islam berbeda 

secara mendasar dari sistem konvensional yang semata mengukur keberhasilan dari angka 

keuntungan. 

Rayyahun, Amiruddin & Rifqi (2025) dalam Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi 

Hukum Syariah mengingatkan bahwa ketimpangan ekonomi yang masih terjadi luas di 

Indonesia, termasuk praktik bisnis yang curang dan jauh dari nilai halal, sesungguhnya 

mencerminkan belum diterapkannya prinsip tauhid secara nyata dalam kehidupan ekonomi 

sehari-hari. Tauhid bukan hanya urusan ibadah ritual ia adalah pondasi yang seharusnya 

mewarnai cara kita berdagang, mengelola usaha, dan berbagi keuntungan.7 

Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah UGM (2018) memetakan bahwa 

seluruh bangunan ekonomi Islam berdiri di atas lima nilai universal: tauhid (keimanan 

kepada Allah), 'adl (keadilan), nubuwwah (keteladanan nabi), khilafah (tanggung jawab 

sebagai pemimpin di muka bumi), dan ma'ad (orientasi pada hasil akhirat). Dari kelima 

fondasi inilah lahir prinsip-prinsip praktis yang dapat diterapkan langsung dalam bisnis. 

1. Tauhid: Bisnis sebagai Bentuk Amanah 

Prinsip pertama dan paling mendasar adalah tauhid. Dalam konteks bisnis, tauhid 

mengajarkan bahwa harta yang kita kelola bukanlah milik kita sepenuhnya ia adalah 

titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Cara mendapatkannya harus halal, 

cara menggunakannya harus bermanfaat, dan cara membaginya harus adil. Kesadaran 

ini yang kemudian mendorong pelaku bisnis Muslim untuk tidak menghalalkan segala 

 
7 Rayyahun, A., Amiruddin, & Rifqi. (2025). Penerapan prinsip ekonomi Islam dalam praktik bisnis di Indonesia. 
Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 11(1), 46–53. DOI: https://doi.org/10.37567/shar-e.v11i1.3910 
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cara demi meraih profit. Sebuah usaha yang dibangun di atas prinsip tauhid akan secara 

alami menghindari kecurangan, manipulasi, dan eksploitasi bukan karena takut sanksi 

hukum, tapi karena sadar sedang diamati oleh Yang Maha Melihat. 

Dalam kaitan dengan Studi Kelayakan Bisnis syariah, prinsip tauhid inilah yang 

menjadi alasan mengapa aspek kepatuhan syariah tidak bisa sekadar menjadi formalitas. 

Penilaian kelayakan tidak bisa berhenti di angka-angka finansial jika sumber modal, 

proses produksi, atau distribusi produknya masih mengandung unsur yang dilarang. 

2. Keadilan ('Adl): Tidak Ada yang Boleh Dizalimi 

Nilai kedua yang sangat ditekankan adalah keadilan. Mursal (2015) dalam Jurnal 

Perspektif Ekonomi Darussalam menjelaskan bahwa menegakkan keadilan berarti 

secara aktif menghapus segala bentuk kezaliman, baik yang kecil maupun besar, baik 

yang disengaja maupun tidak. Dalam dunia bisnis, kezaliman bisa muncul dalam 

berbagai wajah: harga yang dipermainkan secara sepihak, pekerja yang tidak dibayar 

layak, konsumen yang ditipu dengan informasi palsu, atau mitra yang dirugikan lewat 

kontrak yang tidak adil. 

Islam menyikapinya dengan tegas. Setiap transaksi harus lahir dari kesepakatan 

yang tulus dari kedua belah pihak ('an taradhin), bukan dari tekanan atau ketidaktahuan. 

Keuntungan dan risiko harus dibagi secara proporsional, sebagaimana ditunjukkan 

dalam akad mudharabah di mana pemilik modal dan pengelola usaha berbagi hasil 

sesuai kesepakatan awal. Lebih dari sekadar transaksi antar individu, keadilan dalam 

Islam juga berdimensi sosial  zaka dan infak bukan sekadar kewajiban agama, tetapi 

juga instrumen ekonomi untuk memastikan pertumbuhan usaha tidak hanya 

memperkaya pemiliknya sendiri. 

3. Nubuwwah: Meneladani Cara Nabi Berbisnis 

Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang pemimpin agama beliau juga 

seorang pedagang sukses yang terkenal dengan kejujurannya jauh sebelum menjadi 

nabi. Prinsip nubuwwah dalam ekonomi Islam mengajak kita untuk menjadikan cara 

beliau berbisnis sebagai standar. Ada empat sifat utama yang melekat pada Nabi dalam 

aktivitas dagangnya: shiddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (terbuka dalam 

menyampaikan informasi), dan fathanah (cerdas dan kompeten). 

Keempat sifat ini bukan sekadar nilai moral abstrak. Dalam bisnis modern, 

kejujuran berarti tidak memanipulasi laporan keuangan. Amanah berarti mengelola 

modal investor dengan bertanggung jawab. Tabligh berarti tidak menyembunyikan 

risiko dari calon mitra atau konsumen. Fathanah berarti memiliki kompetensi nyata 
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dalam bidang usaha yang digeluti. Ketika kita menerapkan standar ini dalam SKB 

syariah, maka aspek manajemen dan aspek hukum tidak bisa dinilai hanya dari 

kelengkapan dokumen, tetapi juga dari integritas dan kapasitas nyata para pengelolanya. 

4. Kebebasan Berusaha dalam Bingkai Syariah 

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk aktif bekerja dan berwirausaha. Tidak 

ada larangan untuk kaya, tidak ada larangan untuk sukses dalam bisnis selama jalannya 

benar. Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah UGM (2018) menyebut prinsip ini 

sebagai freedom to act, yakni kebebasan berusaha yang diberikan Islam kepada setiap 

individu tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial. 

Namun kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Ada tiga rambu besar yang tidak 

boleh dilanggar: gharar (ketidakjelasan dalam objek, harga, atau waktu penyerahan 

barang), maysir (spekulasi yang mengandalkan untung-untungan tanpa kerja nyata), dan 

riba (pengambilan tambahan yang tidak adil dalam transaksi utang-piutang). Mursal 

(2015) mengingatkan bahwa larangan riba pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga 

agar uang tetap berfungsi sebagai alat tukar, bukan komoditas yang bisa "beranak" 

dengan sendirinya. Ketika uang diperlakukan sebagai komoditas lewat sistem bunga, 

yang terjadi adalah kekayaan mengalir terus ke pihak yang sudah kaya tanpa mereka 

perlu menanggung risiko apapun sebuah ketidakadilan sistemik yang bertentangan 

langsung dengan nilai 'adl. 

5. Tanggung Jawab Sosial dan Keadilan Antargenerasi 

Prinsip terakhir yang tak kalah penting adalah khilafah  kesadaran bahwa manusia 

adalah pemegang amanah di muka bumi, bukan pemilik mutlak. Dalam konteks bisnis, 

ini berarti setiap usaha punya tanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya, baik 

lingkungan sosial maupun alam. Bisnis yang sehat menurut Islam bukan hanya bisnis 

yang menguntungkan pemiliknya hari ini, tetapi juga bisnis yang tidak merusak sumber 

daya untuk generasi yang akan datang. 

Konsep ini memiliki persamaan dengan pendekatan Environmental, Social, and 

Governance (ESG) dalam manajemen bisnis modern, namun dengan kedalaman nilai 

yang berbeda karena berakar pada kewajiban agama. Dalam SKB syariah, aspek sosial-

lingkungan bukan sekadar pelengkap  ia adalah bagian integral dari penilaian kelayakan, 
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karena bisnis yang merusak lingkungan atau mengeksploitasi masyarakat tidak akan 

pernah dinyatakan layak meskipun secara finansial sangat menjanjikan.8 

F. Maqasid Syariah sebagai Kerangka Menilai Bisnis yang Baik dan Berkah 

Ketika kita ingin menilai apakah sebuah bisnis benar-benar layak dalam 

pandangan Islam, tidak cukup hanya melihat angka keuntungan atau proyeksi keuangannya. 

Ada satu kerangka berpikir yang sudah lama digunakan dalam ilmu hukum Islam untuk 

menilai apakah sesuatu membawa kebaikan atau justru kerusakan kerangka itu disebut 

maqasid syariah, atau tujuan-tujuan utama dari syariat Islam. 

Secara sederhana, maqasid syariah adalah cara Islam menjawab pertanyaan: 

"Untuk apa sebenarnya semua aturan ini dibuat?" Jawabannya adalah untuk menjaga dan 

melindungi lima hal paling penting dalam kehidupan manusia. Qusqazah: Jurnal Ekonomi 

Syariah (Vol. 3, No. 1, 2024) yang diterbitkan IAIN Pontianak  kampus yang sama dengan 

penulis makalah ini — menjelaskan bahwa lima tujuan utama maqasid syariah adalah 

menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), 

dan harta (hifz al-mal). Semua aturan dalam Islam, termasuk aturan dalam berbisnis, 

diarahkan untuk mencapai perlindungan atas kelima hal tersebut.9 

1. Maqasid Syariah Bukan Sekadar Teori 

Banyak orang mengira maqasid syariah hanyalah konsep yang hidup di buku-

buku fikih klasik. Padahal, Arifyanto (2024) dalam Jurnal Al-Waqfu (Vol. 12, No. 4) 

menegaskan bahwa maqasid syariah justru sangat relevan digunakan sebagai kerangka 

konseptual dalam ekonomi dan keuangan Islam kontemporer. Artinya, konsep ini bukan 

sekadar warisan masa lalu, melainkan alat ukur yang nyata dan bisa digunakan hari ini 

untuk menilai apakah sebuah usaha layak dijalankan atau tidak. 

Lalu bagaimana cara kerjanya dalam bisnis? Caranya adalah dengan mengajukan 

pertanyaan sederhana untuk setiap usaha yang akan dinilai: apakah bisnis ini melindungi 

atau justru mengancam kelima hal di atas? 

 

 
8 Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah UGM. (2018). Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Diakses dari 
https://pkebs.feb.ugm.ac.id Mursal. (2015). Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah: Alternatif 
mewujudkan kesejahteraan berkeadilan. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 1(1). ISSN: 2502-6976. 
9 Qusqazah: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1, Juni 2024. IAIN Pontianak. Diakses dari https://e-
journal.iainptk.ac.id/index.php/qusqazah 
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2. Menerapkan Lima Perlindungan dalam Penilaian Bisnis 

a. Menjaga Agama (Hifz al-Din) 

Perlindungan terhadap agama dalam konteks bisnis berarti memastikan 

bahwa usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Produk 

yang dijual harus halal, cara mendapatkan modal harus bebas dari riba, dan proses 

bisnisnya tidak mengandung penipuan atau kezaliman. Sebuah warung makan, 

misalnya, dinilai menjaga agama jika seluruh bahan bakunya halal dan cara 

pengelolaannya jujur. Sebaliknya, bisnis yang menggunakan uang haram sebagai 

modal awal — meski menghasilkan keuntungan besar — tidak lolos dari penilaian 

ini. 

b. Menjaga Jiwa (Hifz al-Nafs) 

Perlindungan terhadap jiwa berarti bisnis tidak boleh membahayakan 

keselamatan manusia, baik pekerja, konsumen, maupun masyarakat luas. Jurnal 

Ekonomi Syariah Pelita Bangsa (Vol. 10, No. 2, 2025) menjelaskan bahwa 

perlindungan jiwa dalam maqasid syariah mencakup menjaga kesehatan tubuh dari 

penyakit, menjamin keselamatan fisik dari bahaya, dan menyediakan kondisi 

kehidupan yang layak. Dalam SKB syariah, ini berarti aspek teknis dan aspek sosial-

lingkungan dari sebuah usaha harus dievaluasi secara serius — apakah proses 

produksinya aman, apakah produknya tidak membahayakan konsumen, dan apakah 

limbahnya tidak mencemari lingkungan sekitar. 

c. Menjaga Akal (Hifz al-Aql) 

Bisnis yang baik menurut Islam adalah bisnis yang tidak merusak 

kemampuan berpikir dan nalar masyarakat. Ini berarti usaha yang bergerak di bidang 

yang membuat orang kecanduan hal buruk, mengaburkan akal, atau menyebarkan 

informasi yang menyesatkan tidak akan lolos dari penilaian maqasid syariah. Dalam 

praktiknya, prinsip ini juga mendorong pelaku bisnis untuk terus belajar dan 

meningkatkan kompetensinya — karena bisnis yang dikelola dengan akal yang sehat 

akan menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab. 

d. Menjaga Keturunan (Hifz al-Nasl) 

Prinsip ini mengingatkan bahwa bisnis yang kita bangun hari ini akan 

berdampak pada generasi yang akan datang. Usaha yang baik adalah usaha yang 

mewariskan sesuatu yang positif  lapangan kerja yang layak, lingkungan yang 

bersih, dan praktik bisnis yang jujur bukan mewariskan hutang, kerusakan 

lingkungan, atau budaya curang. Dalam SKB syariah, ini berarti keberlanjutan 
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(sustainability) usaha bukan hanya soal apakah bisnis bisa bertahan secara finansial, 

tetapi juga apakah dampaknya baik untuk jangka panjang. 

e. Menjaga Harta (Hifz al-Mal) 

Perlindungan harta adalah dimensi maqasid yang paling langsung berkaitan 

dengan bisnis. Jurnal Global Inovasi (2024) yang membahas tinjauan maqasid 

syariah tentang hifz al-mal menjelaskan bahwa perlindungan harta mencakup 

pengelolaan yang bertanggung jawab, penggunaan yang tepat sasaran, distribusi 

yang adil, serta penghindaran pemborosan dan penyalahgunaan. Dalam konteks 

SKB syariah, ini berarti modal usaha harus dikelola secara transparan, keuntungan 

harus dibagi secara proporsional, dan tidak boleh ada praktik yang merugikan salah 

satu pihak — baik itu mitra, karyawan, maupun konsumen. 

3. Maqasid Syariah dan SKB: Dua Sisi yang Saling Melengkapi 

Yang menarik adalah bahwa kelima dimensi maqasid syariah di atas 

sebenarnya sudah tercermin dalam aspek-aspek SKB yang telah dibahas sebelumnya 

hanya saja dengan bingkai yang berbeda. Aspek hukum dan pasar berkaitan dengan 

hifz al-din, aspek sosial-lingkungan berkaitan dengan hifz al-nafs dan hifz al-nasl, 

aspek manajemen berkaitan dengan hifz al-aql, dan aspek keuangan berkaitan 

langsung dengan hifz al-mal. 

Aidilla (2025) dalam Jurnal Intelek Insan Cendikia (Vol. 2, No. 5) 

menyebutkan bahwa pengembangan instrumen penilaian kelayakan bisnis syariah 

yang berbasis akad dan etika Islam harus mempertimbangkan dimensi-dimensi ini 

secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi finansial semata. Ini menegaskan bahwa 

SKB syariah yang baik sebenarnya adalah SKB yang sudah mengintegrasikan 

maqasid syariah ke dalam setiap kriteria penilaiannya. 

Dengan demikian, maqasid syariah bukan sekadar tambahan nilai spiritual di 

atas penilaian bisnis yang sudah ada. Ia adalah kerangka berpikir menyeluruh yang 

memastikan sebuah usaha tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga 

memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, aman bagi lingkungan, dan dapat 
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dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Inilah yang dimaksud dengan bisnis 

yang tidak hanya untung, tetapi juga berkah.10 

G. Studi Kasus 

1. Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Mikro Syariah  

Subjek: BSI KCP Sidrap (Analisis terhadap UMKM kuliner) 

Sumber: Berdasarkan prosedur penilaian bank syariah (SKRIPSI ANALISIS 

KELAYAKAN PEMBIAYAAN KUR PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP 

SIDRAP). ( https://repository.iainpare.ac.id ) 

a. Latar Belakang Studi Kelayakan 

Sebuah usaha UMKM kuliner (Warung Makan) mengajukan pembiayaan modal 

kerja (KUR Mikro) ke BSI KCP Sidrap. Bank melakukan studi kelayakan untuk 

memastikan usaha tersebut layak secara ekonomi (keuntungan) dan sesuai prinsip 

syariah (halal dan berakad benar).  

b. Analisis Berdasarkan Aspek SKB Syariah 

Dalam mengevaluasi, BSI KCP Sidrap menggunakan pendekatan 5C (Character, 

Capacity, Capital, Collateral, Condition) yang disesuaikan dengan prinsip syariah:  

1) Aspek Karakter (Character): Bank menilai kejujuran dan kemauan nasabah 

untuk membayar utang, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah (misal: tidak 

menggunakan modal untuk hal maksiat/haram). 

2) Aspek Kapasitas (Capacity/Kemampuan): Bank menganalisis kemampuan 

usaha menghasilkan laba untuk membayar angsuran. Studi kasus menunjukkan 

bahwa nasabah UMKM yang memiliki manajemen keuangan rapi (tercatat) lebih 

mudah dinilai layak. 

3) Aspek Modal (Capital): Memastikan modal awal berasal dari sumber halal dan 

tidak memiliki beban hutang ribawi yang berat. 

4) Aspek Jaminan (Collateral): Jaminan yang diminta bersifat untuk memperkuat 

akad, bukan tujuan utama pembiayaan. 

5) Aspek Kondisi (Condition): Memeriksa prospek pasar produk kuliner tersebut, 

persaingan, dan stabilitas harga bahan baku (contoh: harga tempe/bahan pokok).  

 
10 Aidilla, M. P. (2025). Pengembangan Instrumen Penilaian Kelayakan Bisnis Syariah Berbasis Akad dan Etika 
Islam. Jurnal Intelek Insan Cendikia, 2(5), 8902–8911. 
Jurnal Global Inovasi (2024). Tinjauan Maqasid Syariah tentang Hifzh Al-Mal. Diakses dari 
https://jgi.internationaljournallabs.com 

https://repository.iainpare.ac.id/
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( https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id ) 

2. Penerapan Prinsip Syariah (OJK/BI) 

a. Akad: Pembiayaan menggunakan akad Murabahah (jual beli) untuk modal kerja alat 

atau Mudharabah/Musyarakah (bagi hasil) untuk modal usaha. 

b. Bebas Maghrib: Usaha dipastikan bebas dari Maisir (judi), Gharar 

(ketidakjelasan/penipuan), dan Riba (bunga). 

c. Kepatuhan: Prosedur pengajuan mengikuti aturan DSN-MUI yang diawasi OJK. 

( https://repository.iainpare.ac.id ) 

3. Hasil Studi Kelayakan 

Layak: Jika usaha memiliki prospek pasar, manajemen keuangan baik, dan 

menggunakan akad syariah yang benar. 

Tidak Layak: Jika usaha menggunakan modal untuk kegiatan tidak halal, pencatatan 

keuangan tercampur antara uang pribadi dan usaha (sulit mengukur efektivitas modal 

kerja), atau kapasitas bayar rendah. ( https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id ) 

4. Kesimpulan Studi Kasus (Kaitan dengan OJK & BI) 

Berdasarkan panduan OJK dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah, studi 

kelayakan dalam bisnis syariah, terutama di perbankan seperti BSI, tidak hanya menilai 

profitability tetapi juga kepatuhan syariah dan keberkahan. ( https://ojk.go.id ) 

a. Studi kelayakan bisnis syariah UMKM harus mencakup pemisahan dana usaha dan 

pribadi agar transparansi terjaga. 

b. Perbankan Syariah (BSI) dalam studi kasusnya menolak pembiayaan jika nasabah 

tidak memenuhi aspek 5C dan prinsip syariah. 

c. Evaluasi mencakup pasar, teknik produksi, manajemen, dan aspek hukum syariah.   

( https://repository.iainpare.ac.id ) 

Studi kasus ini menunjukkan bahwa studi kelayakan bisnis yang baik akan 

menghasilkan pembiayaan yang produktif, aman dari riba, dan memberikan manfaat 

sosial-ekonomi (sesuai tujuan OJK dan BI dalam mendorong UMKM naik kelas).              

( https://www.bankbsi.co.id ) 

 

 

 

https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/
https://repository.iainpare.ac.id/
https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/
https://ojk.go.id/
https://repository.iainpare.ac.id/
https://www.bankbsi.co.id/
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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Studi Kelayakan Bisnis (SKB) merupakan instrumen esensial untuk memvalidasi 

ide bisnis sebelum implementasi, dengan tujuan memitigasi risiko dan memaksimalkan 

peluang sukses melalui analisis komprehensif enam aspek utama: pasar, teknis, manajemen, 

hukum, keuangan, serta sosial-lingkungan. Tahapan SKB yang terstruktur—dari identifikasi 

ide hingga keputusan investasi—memastikan pengambilan keputusan berbasis data yang 

rasional. 

Dalam konteks SKB konvensional, pendekatan berfokus pada profitabilitas 

maksimal melalui metrik seperti NPV dan IRR, sementara SKB syariah mengintegrasikan 

nilai Islam dengan menghindari riba, gharar, dan maysir, serta menekankan keadilan (adl), 

transparansi, dan maqasid syariah sebagai kerangka holistik untuk bisnis yang tidak hanya 

menguntungkan tetapi juga berkah (selaras hifz al-mal, ad-din, dll.). 

Penerapan prinsip ekonomi Islam mentransformasi SKB dari sekadar alat 

finansial menjadi panduan etis yang berkelanjutan, sebagaimana dibuktikan dalam studi 

kasus seperti Silina Co. (social cost-benefit analysis syariah). Dengan demikian, SKB 

syariah menawarkan model superior untuk era inklusif, di mana keberhasilan diukur bukan 

hanya dari keuntungan, melainkan dari kontribusi maslahah (kemaslahatan) umat—menuju 

ekonomi yang adil, berkah, dan resilient (El Akbar et al., 2023; Rahmawati & Islamiati, 

2025). 

B. Saran 

Saran Umum Makalah 

1. Struktur: Pendahuluan - Teori - Pembahasan - Kesimpulan - Saran - Daftar Pustaka (30-

50 halaman). 

2. Judul: "SKB Konvensional vs Syariah: Pendekatan, Nilai & Maqasid". 

3. Abstrak: 150-250 kata, bilingual (ID/EN). 

4. Visual: 5-10 tabel/grafik (perbandingan SKB, flowchart tahapan). 

5. Studi Kasus: Tambah Silina Co. + hitung NPV syariah. 
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6. Inovasi: Usul "SKB App Syariah AI". 

7. Panjang: Bab 1:3hlm, Bab2:15hlm, Bab3:10hlm, Bab4:3hlm. 

Saran Penulisan (Per Point) 

1. Bahasa: Formal, objektif (hindari "saya"). 

2. Sitasi: APA/Chicago, minimal 15 sumber (70% kutipan). 

3. Format: TNR 12, spasi 1,5; margin 4-3-3-3; A4. 

4. Header/Footer: Judul kiri, nama kanan; nomor halaman bawah. 

5. Plagiarisme: <20% (cek Turnitin). 

6. Revisi: 3x (konten-grammar-visual). 

7. Timeline: Riset(1mgg)-Draf(2mgg)-Final(3hr). 

8. Proofread: Grammarly + dosen. 
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